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BUPATI TRENGGALEK,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan
daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data

Indonesia;

. bahwa pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam

huruf a telah dikumpulkan produsen data berdasarkan
Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Daftar Data
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor
050/2579/406.026/2022 tanggal 16 November 2022 tentang
rancangan daftar data daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Daftar Data Statistik Sektoral Kabupaten
Trenggalek Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah
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Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
[stimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
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143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6868);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaliasi Penyelenggarakan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
182);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tanun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu
Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2022 Nomor 1 ik

MEMUTUSKAN:

: Daftar Data Statistik Sektoral Kabupaten Trenggalek Tahun

2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU
Keputusan Bupati ini digunakan dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah, evaluasi pembangunan
Daerah, dan dasar penganggaran bagi Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tren
pada tanggal 6 J

BUPATITRENJF'

MOCHAMAD
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR
TENTANG

: 188.45/ 229 /406.001.3/2023

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023

RINCIAN DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2023
B JADWAL
No DAFTAR DATA PRODUSEN DATA REOYIE
PEMUTAKHIRAN
DATA
1 2 3 4
1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kab. Tahunan
(IRB) Trenggalek
2 | Hasil Penilaian Inspektorat Kab. Tahunan
Akuntabilitas Kinerja Trenggalek
Pemerintah (AKIP)
3 | Monitoring Control for Inspektorat Kab. Semester
Prevention (MCP) Trenggalek
4 | Opini BPK Inspektorat Kab. Tahunan
Trenggalek
5 | Indeks Pengelolaan Badan Keuangan Tahunan
Keuangan Daerah (IPKD) Daerah Kab.
Trenggalek
6 | Merit System Badan Kepegawaian Tahunan
Daerah Kab.
Trenggalek
7 | Indeks Profesionallitas Badan Kepegawaian Tahunan
ASN Daerah Kab.
Trenggalek
8 | Indeks resiko bencana Badan Tahunan
Penanggulangan
Bencana Daerah Kab.
Trenggalek




JADWAL |
No DAFTAR DATA PRODUSEN DATA P R—
PEMUTAKHIRAN
DATA
2 3 El
9 | Persentase konflik antar Badan Kesatuan Triwulan
masyarakat yang Bangsa dan Politik
diselesaikan Kab. Trenggalek
10 | Angka kriminalitas Badan Kesatuan Triwulan
Bangsa dan Politik
Kab. Trenggalek
11 | Indeks Pendidikan Dinas Pendidikan, Tahunan
Pemuda dan Olah
Raga Kab. Trenggalek
12 | Prosentase Pemuda yang Dinas Pendidikan, Triwulan
berpartisipasi dan Pemuda dan Olah
berperan aktif dalam Raga Kab. Trenggalek
pembangunan
13 | Jumlah Altet Olahraga Dinas Pendidikan, Triwulan
yang berprestasi Pemuda dan Olah
Raga Kab. Trenggalek
14 | Indeks Layanan 1. Dinas Pekerjaan Tahunan
Infrastruktur Umum dan
Penataan Ruang,
Dinas Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan

Lingkungan Hidup

2. Badan

Perencanaan

Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah Kab.

Trenggalek




JADWAL
No DAFTAR DATA PRODUSEN DATA IRELRR A
PEMUTAKHIRAN
DATA
1 2 3 4
15 | Indeks Kota Hijau 1. Dinas Pekerjaan Tahunan
Umum dan
Penataan  Ruang,
Dinas Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
2. Dinas
Perhubungan
3. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah Kab.
Trenggalek
16 | Pengurangan luasan Dinas  Perumahan, Triwulan
kawasan kumuh (di bawah | Kawasan
10 Hektar) Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kab. Trenggalek
17 | Ketersediaan Rumah Dinas Perumahan, Triwulan
Layak Huni Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan  Hidup
Kab. Trenggalek
18 | Indeks Kualitas Dinas Perumahan, Semester
Lingkungan Hidup (IKLH) Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup

Kab. Trenggalek




No

DAFTAR DATA

PRODUSEN DATA

JADWAL
RILIS/ATAU
PEMUTAKHIRAN
DATA

2

4

19

Persentase Penanganan
Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan  Anak

Kab. Trenggalek

Semester

20

Angka Pemenuhan Hak
Anak (PUHA)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan  Anak
Kab. Trenggalek/
Badan Pusat Statistik

Tahunan

21

Indeks Pembangunan
Gender (IPG)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan  Anak
Kab. Trenggalek/
Badan Pusat Statistik

Tahunan

22

Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan  Anak
Kab. Trenggalek/
Badan Pusat Statistik

Tahunan

23

Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan  Anak
Kab. Trenggalek/
Badan Pusat Statistik

Tahunan

24

Jumlah realisasi nilai

investasi (Milyar Rp)

Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Triwulan
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No

DAFTAR DATA

PRODUSEN DATA

JADWAL
RILIS/ATAU
PEMUTAKHIRAN
DATA

3

4

Kab. Trenggalek

25

Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
dan

Anak

Perempuan
Perlindungan
Kab.
Trenggalek/Badan
Pusat Statistik

Tahunan

26

Prevalensi Balita Stunting

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Kab. Trenggalek

Triwulan

=

Angka Harapan Hidup
(AHH)

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Kab. Trenggalek

Tahunan

28

Indeks Keluarga Sehat
(IKS)

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Kab. Trenggalek

Triwulan

Indeks Pembangunan
Keluarga (iBANGGA)

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Kab. Trenggalek

Tahunan

30

Rasio ketergantungan (%)

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Kab. Trenggalek

Semester




Y 1

JADWAL |
RILIS/ATAU
No DAFTAR DATA PRODUSEN DATA PEMUTAKHIRAN
DATA
1 2 3 4
31 | Persentase Penduduk yang | Dinas Kependudukan Semester
terdata dalam SIAK (%) dan Pencatatan Sipil
Kab. Trenggalek
32 | Indeks Desa Membangun | Dinas Pemberdayaan Tahunan
(IDM) Masyarakat dan Desa
Kab. Trenggalek
33 | Jumlah Desa Mandiri Dinas Pemberdayaan Tahunan
Masyarakat dan Desa
Kab. Trenggalek
34 | Capaian Target SDGs Desa Dinas Pemberdayaan Tahunan
Masyarakat dan Desa
Kab. Trenggalek
35 | Persentase ketersediaan Dinas Perhubungan Triwulan
prasarana perlengkapan Kab. Trenggalek
jalan
36 | Indeks Sistem Dinas Komunikasi Tahunan
Pemerintahan Berbasis dan Informatika Kab.
Elektronik (SPBE) Trenggalek
37 | Persentase penyediaan Dinas Komunikasi Triwulan
sistem data dan statistik dan Informatika Kab.
yang terintegrasi (%) Trenggalek
38 | Persentase layanan insiden | Dinas Komunikasi Triwulan
TIK dan Informatika Kab.
Trenggalek
39 | Prosentase Tingkat Dinas Kearsipan dan Tahunan
Kegemaran Membaca Perpustakaan  Kab.
Trenggalek
40 | Indeks Penyelenggaraan Dinas Kearsipan dan Tahunan
Kearsipan Kabupaten Perpustakaan  Kab.
Trenggalek Trenggalek
41 | Nilai PDRB Sub Kategori Dinas Perikanan Kab. Tahunan

Perikanan

Trenggalek
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JADWAL |
No DAFTAR DATA PRODUSEN DATA RILIS/ATAU
PEMUTAKHIRAN
DATA
1 2 3 4
42 | Rata-rata pengeluaran Dinas Pariwisata dan Tahunan
wisatawan (Ribu Rupiah) Kebudayaan Kab.
Trenggalek
43 | Persentase Pertumbuhan Dinas Pariwisata dan Tahunan
Kunjungan Wisata (%) Kebudayaan Kab.
Trenggalek
44 | Jumlah Desa Wisata Dinas Pariwisata dan Tahunan
Kebudayaan Kab.
Trenggalek
45 | Persentase kebudayaan Dinas Pariwisata dan Tahunan
yang dimanfaatkan (%) Kebudayaan Kab.
Trenggalek |
46 | Penanganan gangguarn Satuan Polisi Pamong Triwulan
trantibum yang tertangani Praja dan Kebakaran
Kab. Trenggalek
47 | Indeks Kepuasan Sekretariat ~ Daerah Semester
( Masyarakat (IKM) (Bagian Organisasi)
48 | Rata-rata Nilai Indeks Sekretariat ~ Daerah Semester
Kepuasan Masyarakat (Bagian Organisasi)
Kecamatan
49 | Nilai Survei Kepuasan Sekretariat Dewan Semester
Anggota DPRD Kab. Trenggalek T
50 | Tingkat Pengangguran Dinas Perindustrian Tahunan
Terbuka (TPT) (%) dan Tenaga Kerja
Kab. Trenggalek/
Badan Pusat Statistik
51 | Tingkat Kesempatan Kerja | Dinas Perindustrian Tahunan
(TKK) (%) dan Tenaga Kerja
Kab. Trenggalek /
Badan Pusat Statistik
52 | Tingkat Partisipasi Dinas Perindustrian Tahunan
Angkatan Kerja (TPAK) dan Tenaga Kerja
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JADWAL
RILIS/ATAU
No DAFTAR DATA PRODUSEN DATA PEMUTAKHIRAN
DATA
1 2 3 4
Kab. Trenggalek /
Badan Pusat Statistik
53 | Nilai PDRB kategori Dinas Perindustrian Tahunan
Industri Pengolahan (Juta |dan Tenaga Kerja
Rp) Kab. Trenggalek
54 | Persentase transmigran Dinas Perindustrian Tahunan
yang tidak meninggalkan dan Tenaga Kerja
daerah penempatan Kab. Trenggalek
55 | Nilai ekspor non migas Dinas Koperasi dan Triwulan
(milyar rupiah) Usaha Mikro dan
Perdagangan Kab.
Trenggalek
56 | Persentase Koperasi Aktif | Dinas Koperasi dan Triwulan
(%) Usaha Mikro dan
Perdagangan Kab.
Trenggalek
57 | Skor PPH Konsumsi Dinas Pertanian dan Tahunan
Pangan Kab.
Trenggalek
58 | Nilai PDRB kategori Dinas Pertanian dan Tahunan
Pertanian Pangan Kab.
Trenggalek /
BUPATI TR ALEK,




